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PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana di Indonesia selama beberapa dekade terakhir dihadapkan pada berbagai persoalan
mendasar yang berkaitan dengan efektivitas, efisiensi, dan keadilan dalam proses penanganan perkara. Salah
satu persoalan paling mencolok adalah menumpuknya perkara di tingkat kepolisian, kejaksaan, hingga
pengadilan, termasuk perkara yang tergolong tindak pidana ringan. Tindak pidana yang secara sifat dan
dampaknya tidak menimbulkan kerugian besar—seperti pencurian ringan, penganiayaan ringan, dan
perselisihan sosial minor—sering kali tetap melalui proses peradilan formal yang panjang, memakan waktu,
tenaga, dan biaya. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai relevansi dan efektivitas pendekatan
retributif dalam menangani tindak pidana ringan di era modern.

Dalam konteks tersebut, muncul gagasan mengenai restorative justice sebagai salah satu solusi alternatif yang
memiliki orientasi berbeda dari pendekatan peradilan pidana konvensional. Jika sistem peradilan retributif
berfokus pada pembalasan dan penghukuman terhadap pelaku, maka restorative justice menitikberatkan pada
pemulihan keadaan, dialog konstruktif antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta penyelesaian masalah
secara adil dan proporsional. Restorative justice bertujuan untuk memperbaiki hubungan yang rusak,
memulihkan kerugian korban, serta memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab dengan
cara yang lebih humanis dan edukatif (Zehr, 2015).

Urgensi penggunaan restorative justice dalam tindak pidana ringan tidak terlepas dari perubahan paradigma
hukum yang kini memandang hukum sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif, bukan sekadar
keadilan procedural (Rahardjo, 2009). Dalam banyak kasus, penyelesaian perkara secara formal tidak selalu
memberikan manfaat nyata bagi korban maupun pelaku. Korban sering kali tidak memperoleh pemulihan
langsung, sementara pelaku—yang mungkin berasal dari kelompok rentan atau melakukan tindakan spontan—
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menjadi terjerat dalam sistem hukum yang rigid. Indonesia melalui berbagai kebijakan seperti Peraturan
Kejaksaan Rl Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice, telah
menunjukkan komitmen serius dalam mendorong penyelesaian perkara menggunakan mekanisme restorative.
Di sisi lain, pendekatan restorative justice menjadi semakin relevan dalam konteks sosial masyarakat Indonesia
yang memiliki nilai-nilai budaya kuat seperti musyawarah, kekeluargaan, dan penyelesaian konflik secara
damai. Dalam masyarakat tradisional Indonesia, terutama di desa atau komunitas adat, penyelesaian sengketa
kerap dilakukan melalui mekanisme mediasi, perdamaian, dan penyelesaian berbasis masyarakat. Nilai-nilai
ini sejalan dengan prinsip-prinsip utama restorative justice, yakni partisipasi aktif, pemulihan, dan
penyelesaian yang berorientasi pada keharmonisan sosial (Koentjaraningrat, 2009).

Selain alasan kultural, faktor ekonomi dan struktural juga memperkuat urgensi penerapan restorative justice
dalam tindak pidana ringan. Proses hukum formal memiliki biaya tinggi—baik bagi negara maupun bagi para
pihak yang terlibat. Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan juga menghadapi keterbatasan anggaran dan
sumber daya manusia. Data menunjukkan bahwa overkapasitas lembaga pemasyarakatan masih menjadi
masalah kronis. Padahal sebagian besar narapidana merupakan pelaku tindak pidana ringan yang seharusnya
dapat diselesaikan di luar pengadilan (Ditjen PAS, 2022). Ketidakproporsionalan antara tingkat keseriusan
tindak pidana dengan besarnya sumber daya yang dikeluarkan menjadi kritik serius terhadap sistem peradilan
formal yang ada (Soesilo, 1995).

Dalam kerangka hukum modern, penyelesaian tindak pidana ringan melalui restorative justice juga dianggap
lebih memenuhi prinsip keadilan restoratif—yang menempatkan kepentingan korban sebagai fokus utama.
Dalam banyak kasus, korban justru lebih membutuhkan ganti rugi atau permintaan maaf daripada proses
peradilan panjang yang tidak memberikan kompensasi langsung. Dengan mekanisme restorative justice,
korban dapat menyampaikan harapan, kebutuhan, dan perasaannya secara langsung kepada pelaku. Hal ini
memberi ruang bagi pemulihan emosional yang sering kali tidak tercapai melalui proses hukum formal
(Achmad Ali, 2015).

Di samping itu, restorative justice turut memberikan manfaat besar bagi pelaku tindak pidana ringan. Pelaku
diberi kesempatan untuk menyadari kesalahannya melalui dialog dan mediasi, bukan melalui hukuman yang
bersifat menghukum semata. Pendekatan restoratif lebih efektif dalam menurunkan tingkat pengulangan tindak
pidana (recidivism) karena memberi efek pendidikan dan tanggung jawab yang lebih mendalam (Braithwaite,
2002). Pelaku yang didorong untuk memahami dampak perbuatannya terhadap korban cenderung memiliki
kesadaran moral yang lebih tinggi dibandingkan pelaku yang hanya menjalani hukuman penjara.

Di Indonesia, urgensi penerapan restorative justice semakin diperkuat oleh perubahan regulasi yang
mendukung konsep ini. Kepolisian Indonesia, Kejaksaan RI, dan Mahkamah Agung telah menerbitkan
berbagai aturan internal yang memberikan kewenangan bagi aparat penegak hukum untuk menghentikan atau
menyelesaikan perkara tindak pidana ringan melalui mekanisme restoratif. Dalam banyak kasus, aparat
penegak hukum menemukan bahwa penyelesaian secara restoratif lebih mudah diterapkan dan memberikan
dampak positif yang lebih nyata dibandingkan proses formal. Meski demikian, implementasi restorative justice
di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti pemahaman aparat yang belum merata,
kekhawatiran tentang potensi penyalahgunaan, dan resistensi dari sebagian masyarakat yang masih
memandang penyelesaian damai sebagai bentuk impunitas.

Selain tantangan institusional, ada pula persoalan normatif yang perlu dipertimbangkan dalam penerapan
restorative justice, terutama terkait kesesuaian dengan KUHP dan KUHAP. Tidak semua tindak pidana dapat
diselesaikan melalui mekanisme damai, terutama jika mengandung unsur yang membahayakan ketertiban
umum. Oleh karena itu, penting untuk membatasi penerapan restorative justice hanya pada tindak pidana
ringan yang memiliki dampak kerugian kecil dan tidak mengancam keselamatan publik. Di sinilah pentingnya
pengaturan yang jelas, tegas, dan terukur, agar penyelesaian restoratif tetap berada dalam koridor hukum yang
dapat dipertanggungjawabkan.

Terlepas dari tantangan tersebut, urgensi penyelesaian tindak pidana ringan melalui restorative justice semakin
kuat ketika dikaitkan dengan kebutuhan reformasi sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Indonesia saat
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ini sedang bergerak menuju sistem hukum yang lebih humanis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dalam paradigma hukum progresif, solusi keadilan tidak harus selalu ditemukan di ruang sidang, tetapi dapat
juga melalui mekanisme alternatif yang lebih efektif, efisien, dan memberikan keadilan substantif bagi semua
pihak (Rahardjo, 2009). Restorative justice, dalam hal ini, menjadi pilihan strategis yang tidak hanya
mengurangi beban kerja penegak hukum, tetapi juga memperkuat peran masyarakat dalam menjaga ketertiban
sosial.

Penerapan restorative justice dalam tindak pidana ringan juga relevan dalam konteks global, mengingat banyak
negara telah lebih dulu menerapkan konsep ini sebagai bagian dari reformasi sistem peradilan pidana.
Pendekatan restoratif terbukti lebih sesuai untuk kasus-kasus yang melibatkan anak-anak, remaja, dan pelaku
dari kelompok rentan (UNODC, 2020). Indonesia, dengan struktur sosial dan nilai budaya yang mendukung
penyelesaian konflik secara musyawarah, memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu negara yang
berhasil mengintegrasikan prinsip restorative justice dalam sistem hukumnya.

Penelitian ini penting untuk mengidentifikasi kelemahan regulasi dan implementasi yang masih terjadi,
sekaligus menawarkan rekomendasi yang dapat memperkuat efektivitas penerapan restorative justice dalam
sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis
bagi pengembangan kebijakan hukum pidana, peningkatan profesionalisme penegak hukum, serta pemenuhan
rasa keadilan masyarakat dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yuridis, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis
peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur hukum yang relevan dengan topik. Metode ini
dipilih karena objek penelitian berupa konsep hukum, prinsip restorative justice, dan permasalahan dalam
penanganan tindak pidana ringan. Data penelitian dikumpulkan melalui studi pustaka (library research). Data
yang diperoleh dianalisis secara kualitatif deskriptif, dengan pendekatan normatif, untuk menggambarkan
secara sistematis konsep tindak pidana ringan, permasalahan penanganan konvensional, dan urgensi penerapan
restorative justice.

Analisis dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, identifikasi karakteristik tindak pidana ringan
berdasarkan KUHP dan literatur hukum. Kedua, evaluasi permasalahan yang muncul dalam penanganan
perkara ringan melalui sistem peradilan konvensional. Ketiga, kajian terhadap prinsip, mekanisme, dan
implementasi restorative justice sebagai alternatif penyelesaian. Keempat, sintesis temuan untuk menunjukkan
urgensi penerapan restorative justice dan implikasinya terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Metode
ini memungkinkan penelitian untuk menghasilkan pemahaman konseptual dan normatif yang komprehensif
mengenai tindak pidana ringan dan restorative justice, serta memberikan dasar bagi rekomendasi kebijakan
hukum yang relevan dan kontekstual dengan kebutuhan masyarakat.

HASIL DAN DISKUSI

Konsep Tindak Pidana Ringan dalam Sistem Hukum Indonesia

Tindak pidana ringan merupakan salah satu kategori tindak pidana yang secara hukum memiliki karakteristik
tertentu, baik dari segi dampak, ancaman pidana, maupun mekanisme penyelesaiannya. Dalam sistem hukum
Indonesia, tindak pidana ringan dikenal sebagai delik-delik yang sifatnya tidak menimbulkan kerugian besar
secara material maupun immaterial, ancaman pidananya relatif rendah, dan umumnya berdampak terbatas pada
korban atau lingkungan sosial (Muladi & Arief, 1992). Konsep tindak pidana ringan ini tidak berdiri sendiri,
melainkan merupakan bagian dari klasifikasi tindak pidana secara umum yang diatur dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan lainnya.

Secara historis, konsep tindak pidana ringan di Indonesia merupakan warisan sistem hukum Belanda, yaitu
KUHP (Wetboek van Strafrecht), yang diperkenalkan pada masa kolonial. KUHP mengklasifikasikan tindak
pidana ke dalam beberapa kategori: kejahatan (misdrijven), pelanggaran (overtredingen), dan tindak pidana
ringan atau administrasi. Overtredingen atau pelanggaran ini pada dasarnya merupakan perbuatan yang tidak
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membahayakan kepentingan umum secara signifikan dan memiliki ancaman pidana ringan, seperti denda atau
kurungan singkat. Dalam penerapan modern, delik-delik ini termasuk pencurian ringan, penganiayaan ringan,
penggelapan ringan, perkelahian antarindividu, atau pelanggaran hukum lalu lintas yang merugikan orang lain
secara terbatas (Soesilo, 1995).

Salah satu karakteristik utama tindak pidana ringan adalah tingkat kerugian yang minimal. Misalnya, dalam
pencurian ringan, kerugian materi yang ditimbulkan relatif kecil dan biasanya dapat diperbaiki melalui
pengembalian barang atau ganti rugi. Begitu pula penganiayaan ringan, yang meskipun menimbulkan luka
fisik, tidak menimbulkan risiko fatal bagi korban. Karakteristik ini menjadi dasar pertimbangan bagi aparat
penegak hukum untuk mencari alternatif penyelesaian di luar jalur peradilan formal, terutama dengan
mekanisme restorative justice. Hal ini sejalan dengan prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana, yaitu
hukuman atau prosedur hukum harus seimbang dengan tingkat keseriusan perbuatan (Marlina, 2009).

Selain dari segi kerugian, tingkat ancaman pidana juga menjadi pembeda antara tindak pidana ringan dan berat.
KUHP mengatur batasan ancaman pidana tertentu yang membedakan delik ringan dari delik berat. Misalnya,
pencurian yang diancam pidana penjara maksimal lima tahun atau penganiayaan yang ancamannya tidak
melebihi satu tahun merupakan indikasi tindak pidana ringan. Ancaman pidana ini menjadi dasar bagi aparat
hukum untuk menentukan apakah suatu perkara dapat diselesaikan melalui mekanisme non-litigasi, termasuk
restorative justice, atau harus melalui proses formal di pengadilan.

Secara normatif, tindak pidana ringan di Indonesia juga diatur dalam peraturan lainya yang mendukung
pengurangan proses hukum formal, terutama untuk tujuan efisiensi dan pemulihan korban. Peraturan-peraturan
ini termasuk Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan
Keadilan Restoratif dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan
Berdasarkan Keadilan Restoratif. Regulasi tersebut memberikan landasan hukum bagi aparat penegak hukum
untuk menyelesaikan tindak pidana ringan melalui musyawarah, mediasi, dan kompensasi, sehingga proses
hukum dapat lebih cepat dan memberikan manfaat nyata bagi korban dan pelaku.

Secara sosiologis, tindak pidana ringan memiliki implikasi sosial yang unik. Kasus-kasus ringan sering kali
terjadi karena faktor spontanitas, tekanan situasional, atau ketidaktahuan hukum, sehingga pelaku tidak selalu
memiliki niat kriminal yang mendalam (Basmail Dewantoro, 2024). Misalnya, penganiayaan ringan sering
terjadi akibat pertengkaran kecil atau konflik interpersonal yang dapat diselesaikan melalui perdamaian. Begitu
juga pencurian kecil bisa terjadi karena kebutuhan ekonomi mendesak, sehingga pelaku dapat dibina melalui
pendekatan edukatif daripada langsung dipidana. Pendekatan ini mencerminkan prinsip restorative justice, di
mana fokus utama bukan pada pembalasan, melainkan pemulihan, pendidikan, dan pencegahan pengulangan
perbuatan.

Dalam praktiknya, penyelesaian tindak pidana ringan melalui jalur formal memiliki kelemahan. Proses hukum
formal yang panjang, memakan biaya, dan memerlukan waktu banyak sering kali tidak memberikan pemulihan
langsung bagi korban. Selain itu, pelaku—terutama jika berasal dari kelompok rentan atau remaja—mengalami
stigma dan konsekuensi sosial yang lebih berat daripada kerugian yang sebenarnya ditimbulkan.
Ketidakefisienan ini mendorong perlunya model alternatif seperti restorative justice, yang menekankan dialog,
pengembalian kerugian, dan rehabilitasi sosial pelaku (Achmad Ali, 2015).

Konsep tindak pidana ringan juga berkaitan dengan prinsip keadilan restoratif dan keadilan substantif.
Keadilan substansial menekankan pada pemulihan hak-hak korban, kesempatan bagi pelaku untuk
bertanggung jawab, dan keseimbangan sosial. Dalam konteks tindak pidana ringan, pemidanaan formal tidak
selalu mencerminkan keadilan substantif karena korban belum tentu memperoleh pemulihan dan pelaku justru
menerima sanksi yang tidak proporsional. Oleh karena itu, pengklasifikasian tindak pidana ringan sebagai
kategori khusus memberikan dasar bagi pengembangan mekanisme penyelesaian yang lebih humanis dan
kontekstual (Braithwaite, 2002).

Sejalan dengan itu, praktik penyelesaian tindak pidana ringan di tingkat lokal sering memanfaatkan nilai-nilai
budaya Indonesia, seperti musyawarah, kekeluargaan, dan perdamaian. Di banyak komunitas, sengketa ringan
diselesaikan melalui mediasi informal oleh tokoh masyarakat, kepala desa, atau lembaga adat. Pendekatan ini
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menekankan pemulihan hubungan sosial dan pengembalian keharmonisan, yang menjadi esensi konsep
restorative justice. Implementasi modern dari konsep ini dalam sistem hukum formal memberikan landasan
bagi adaptasi nilai-nilai lokal ke mekanisme hukum yang terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan
(Rahardjo, 2009).

Dalam konteks global, tindak pidana ringan juga memiliki relevansi yang tinggi. Banyak negara menggunakan
klasifikasi serupa untuk menentukan prosedur hukum yang efisien dan proporsional, termasuk pengaturan
hukuman ringan, diversifikasi penyelesaian, dan penyelesaian berbasis komunitas (Zehr, 2015). Indonesia
dengan karakteristik sosial dan budaya yang unik, memiliki peluang besar untuk mengembangkan sistem
penyelesaian tindak pidana ringan yang berbasis restorative justice, sehingga tidak hanya efisien tetapi juga
meningkatkan kualitas keadilan.

Penanganan Tindak Pidana Ringan Secara Konvensional

Penanganan tindak pidana ringan melalui mekanisme peradilan konvensional di Indonesia selama ini
menghadapi berbagai persoalan yang bersifat substantif maupun prosedural. Tindak pidana ringan,
sebagaimana telah dijelaskan, adalah perbuatan yang menimbulkan kerugian minimal, ancaman pidana rendah,
dan dampak sosial yang terbatas. Namun, kenyataannya, banyak kasus ringan tetap diproses melalui jalur
hukum formal yang panjang, rumit, dan cenderung tidak efisien. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan
mendasar mengenai relevansi, efektivitas, dan keadilan prosedural dari pendekatan peradilan konvensional
dalam menangani tindak pidana ringan (Marlina, 2009).

Pertama, dalam penanganan konvensional adalah proses hukum yang panjang dan birokratis. Setiap kasus,
walaupun tergolong ringan, harus melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, dan
putusan pengadilan. Prosedur ini memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun tergantung pada
kompleksitas kasus dan beban kerja lembaga penegak hukum. Pada kasus ringan, panjangnya proses ini sering
kali tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan, sehingga korban tidak memperoleh pemulihan secara
cepat, sedangkan pelaku menghadapi tekanan hukum yang tidak proporsional (Muladi & Arief, 1992).
Kedua, beban biaya yang tinggi. Penanganan tindak pidana ringan melalui jalur formal memerlukan anggaran
yang signifikan, baik untuk aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, maupun lembaga pemasyarakatan. Biaya
ini meliputi operasional penyelidikan, administrasi pengadilan, biaya saksi, serta pemeliharaan narapidana jika
pelaku divonis pidana penjara. Bagi pelaku, terutama yang berasal dari kalangan ekonomi lemah, biaya ini
dapat menimbulkan beban tambahan, sementara korban sering kali tidak memperoleh manfaat nyata dari
proses yang memakan biaya tinggi tersebut (Achmad Ali, 2015).

Ketiga, penanganan konvensional tidak selalu memenuhi prinsip keadilan substantif. Keadilan substantif
menekankan pemulihan hak-hak korban, tanggung jawab pelaku, dan keseimbangan sosial. Dalam banyak
kasus tindak pidana ringan, korban justru lebih membutuhkan ganti rugi atau pemulihan secara langsung
dibandingkan proses hukum panjang. Proses peradilan formal yang berorientasi pada pembalasan dan sanksi
hukum cenderung mengabaikan kepentingan pemulihan korban, sehingga tujuan keadilan substantif tidak
tercapai (Zehr, 2015).

Keempat, overkapasitas lembaga pemasyarakatan dan ketidakproporsionalan hukuman. Banyak pelaku tindak
pidana ringan dipidana penjara meskipun ancaman pidananya rendah. Akibatnya, lembaga pemasyarakatan
mengalami overkapasitas, dan pelaku yang seharusnya dapat diselesaikan di luar pengadilan justru menjalani
hukuman penjara yang dapat menimbulkan stigmatisasi sosial dan menghambat reintegrasi ke masyarakat
(Ditjen PAS, 2022). Fenomena ini menunjukkan ketidakselarasan antara tingkat keseriusan tindak pidana
dengan jenis dan intensitas hukuman yang diberikan.

Kelima, tingginya risiko kriminalisasi berlebihan, terutama terhadap pelaku dari kelompok rentan, anak-anak,
atau remaja. Penegakan hukum konvensional bersifat formal dan cenderung kaku, sehingga tidak
mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, maupun psikologis pelaku. Anak-anak atau remaja yang
melakukan pelanggaran ringan dapat mengalami dampak psikologis dan sosial yang lebih berat daripada
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kerugian yang mereka timbulkan, seperti stigma sosial, putus sekolah, dan kesulitan reintegrasi ke masyarakat
(Randy, 2016).

Keenam, penanganan konvensional kurang responsif terhadap faktor budaya dan sosial masyarakat. Di
Indonesia, banyak komunitas memiliki mekanisme penyelesaian sengketa secara musyawarah, kekeluargaan,
dan berbasis adat, yang dapat menyelesaikan konflik ringan dengan cepat dan damai. Namun, proses formal
sering kali mengabaikan potensi penyelesaian melalui mediasi atau restoratif, sehingga terjadi konflik antara
mekanisme hukum modern dengan praktik sosial dan budaya lokal (Koentjaraningrat, 2009).

Ketuju, tingginya angka pengulangan tindak pidana atau recidivism. Penanganan formal yang berfokus pada
sanksi hukum saja kurang memberikan pembinaan atau pendidikan bagi pelaku. Pelaku tidak selalu memahami
konsekuensi perbuatannya terhadap korban maupun masyarakat. Oleh karena itu, meskipun dihukum, pelaku
cenderung mengulangi perbuatannya karena pendekatan hukum formal hanya menghukum, bukan membina
(Braithwaite, 2002).

Lebih jauh, terdapat ketidakmerataan pemahaman aparat penegak hukum mengenai kasus ringan. Tidak semua
penyidik, jaksa, atau hakim memiliki pemahaman yang memadai tentang klasifikasi tindak pidana ringan dan
alternatif penyelesaian yang dapat ditempuh. Akibatnya, keputusan penyidikan dan penuntutan sering tidak
konsisten, ada yang terlalu keras dan ada yang terlalu longgar. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum
bagi pelaku dan korban, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan (ICJR, 2021).
Kemudian potensi konflik kepentingan antara korban dan pelaku yang tidak terselesaikan. Dalam penanganan
konvensional, interaksi langsung antara korban dan pelaku biasanya terbatas, sehingga korban sering tidak
memperoleh kesempatan menyampaikan kerugian atau harapannya. Pelaku juga tidak selalu memahami
dampak perbuatannya terhadap korban. Ketidakhadiran proses dialog ini mengurangi efektivitas pemulihan
sosial dan emosional yang seharusnya menjadi tujuan hukum (Tambun & Rustamaji, 2023).

Selain itu, prosedur hukum yang formalistik cenderung membebani sistem peradilan. Kasus-kasus ringan yang
seharusnya dapat diselesaikan secara cepat tetap memerlukan waktu, tenaga, dan sumber daya besar, sehingga
mengganggu penanganan perkara yang lebih berat dan kompleks. Overload kasus ini mengakibatkan backlog
di pengadilan, keterlambatan putusan, dan menurunkan efisiensi sistem peradilan secara keseluruhan (ICJR,
2022).

Permasalahan ini menunjukkan bahwa pendekatan peradilan konvensional kurang tepat untuk tindak pidana
ringan. Perlu mekanisme alternatif yang lebih cepat, efektif, efisien, dan humanis. Salah satu solusi yang
relevan adalah penerapan prinsip restorative justice, yang menekankan dialog, pemulihan kerugian, dan
reintegrasi sosial, sehingga kebutuhan korban, pelaku, dan masyarakat dapat terpenuhi secara proporsional.

Restorative Justice sebagai Paradigma Alternatif

Restorative justice merupakan pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pada
pemulihan kerugian, tanggung jawab pelaku, serta pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan
masyarakat. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap keterbatasan sistem peradilan konvensional yang
cenderung bersifat retributif, formalistik, dan berorientasi pada hukuman semata. Paradigma restorative justice
berangkat dari pemikiran bahwa tujuan hukum bukan sekadar membalas perbuatan pelaku, tetapi juga
memulihkan kerugian korban, mengembalikan keseimbangan sosial, dan mencegah pengulangan tindak pidana
(Zehr, 2015).

Secara konseptual, restorative justice menekankan beberapa prinsip utama, yaiut partisipasi aktif semua pihak
yang terlibat, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat; pemulihan kerugian dan harmoni sosial melalui
mekanisme kompensasi, permintaan maaf, atau rehabilitasi; dan pengakuan tanggung jawab pelaku sebagai
bagian dari proses edukatif, bukan semata-mata penghukuman (Braithwaite, 2002). Paradigma ini berbeda
secara mendasar dengan pendekatan konvensional, yang menempatkan aparat hukum sebagai pusat
pengambilan keputusan dan memfokuskan pada sanksi pidana sebagai bentuk pembalasan.

Penerapan restorative justice dalam tindak pidana ringan memiliki urgensi yang tinggi. Tindak pidana ringan
biasanya bersifat spontan, tidak direncanakan, dan menimbulkan kerugian minimal. Oleh karena itu,
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penyelesaian melalui jalur formal sering tidak efektif dan tidak proporsional. Restorative justice menawarkan
mekanisme penyelesaian yang cepat, murah, dan lebih manusiawi, dengan mengutamakan dialog, mediasi, dan
pengembalian kerugian bagi korban (Basmail Dewantoro, 2024). Dalam konteks ini, restorative justice tidak
hanya bertujuan menyelesaikan perkara, tetapi juga memberikan efek edukatif bagi pelaku sehingga dapat
mengurangi kemungkinan pengulangan perbuatan (recidivism).

Dalam praktiknya, restorative justice dapat diterapkan melalui berbagai bentuk, antara lain mediasi antar pihak,
pertemuan kelompok restoratif, konseling, dan kesepakatan pemulihan kerugian. Mediasi antar pihak
memungkinkan korban dan pelaku bertemu dalam suasana yang aman dan konstruktif, sehingga korban dapat
menyampaikan kerugian dan harapannya secara langsung, sedangkan pelaku memperoleh kesempatan untuk
memahami dampak perbuatannya dan menunjukkan itikad baik (Dwi Anggriani et al., 2025). Kesepakatan
pemulihan kerugian dapat berupa pengembalian barang, kompensasi finansial, atau bentuk lain yang disepakati
bersama, sehingga kerugian korban dapat dipulihkan secara nyata.

Restorative justice mendapatkan legitimasi melalui berbagai peraturan perundang-undangan dan pedoman
aparat penegak hukum. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 memberikan dasar bagi jaksa untuk
menghentikan penuntutan terhadap tindak pidana ringan jika pelaku menunjukkan itikad baik dan telah
menempuh mekanisme restoratif. Selain itu, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 mengatur prosedur
penanganan tindak pidana berbasis keadilan restoratif, termasuk mediasi, konseling, dan pemulihan kerugian
korban. Legalitas ini memberikan kepastian hukum bagi aparat dan pihak-pihak yang terlibat, sehingga
restorative justice tidak sekadar praktik informal tetapi menjadi mekanisme hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan.

Paradigma restorative justice juga sejalan dengan nilai-nilai budaya Indonesia, seperti musyawarah, mufakat,
dan kekeluargaan. Dalam banyak komunitas, penyelesaian sengketa ringan dilakukan melalui musyawarah
adat, perdamaian antar individu, atau mediasi oleh tokoh masyarakat. Nilai-nilai ini menekankan pemulihan
hubungan sosial, pengembalian keharmonisan, dan keadilan berbasis konsensus. Integrasi prinsip budaya ini
ke dalam sistem hukum formal melalui restorative justice memberikan mekanisme penyelesaian yang relevan
secara sosial, efisien, dan diterima oleh masyarakat (Koentjaraningrat, 2009).

Restorative justice memiliki beberapa keunggulan dibandingkan sistem konvensional. Pertama, mengurangi
beban kerja lembaga peradilan. Dengan menyelesaikan perkara ringan di luar pengadilan, aparat penegak
hukum dapat fokus pada kasus yang lebih kompleks dan serius. Kedua, efisiensi waktu dan biaya, karena
proses restorative justice biasanya lebih cepat dan murah dibandingkan proses litigasi formal. Ketiga,
memperkuat hubungan sosial dan mengurangi konflik, karena korban, pelaku, dan masyarakat berperan aktif
dalam menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan.

Selain itu, restorative justice memiliki dampak positif bagi pelaku. Pelaku memperoleh kesempatan untuk
memahami dampak perbuatannya terhadap korban dan masyarakat, meningkatkan kesadaran moral, serta
mengembangkan tanggung jawab sosial. Pendekatan ini bersifat edukatif, sehingga pelaku lebih cenderung
tidak mengulangi tindak pidana. Hal ini berbeda dengan sistem konvensional yang hanya memberikan
hukuman tanpa pembinaan, sehingga efek jera sering tidak efektif dalam mencegah pengulangan perbuatan
(Arief, 2012).

Namun, penerapan restorative justice juga menghadapi tantangan. Salah satunya adalah pemahaman aparat
hukum yang belum merata. Tidak semua polisi, jaksa, atau hakim memiliki kompetensi dalam memfasilitasi
mediasi atau menyusun kesepakatan restoratif. Kedua, resistensi dari masyarakat yang masih memandang
penyelesaian damai sebagai bentuk impunitas. Ketiga, batasan jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan
secara restoratif. Tidak semua perbuatan kriminal dapat diatasi melalui mediasi, terutama jika mengandung
unsur kekerasan berat, ancaman publik, atau kejahatan terorganisir (Marlina, 2009). Untuk mengatasi
tantangan tersebut, dibutuhkan pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, sosialisasi ke masyarakat
mengenai manfaat restorative justice, serta penyusunan pedoman operasional yang jelas mengenai jenis
perkara yang dapat ditangani secara restoratif. Dengan demikian, restorative justice dapat diterapkan secara
konsisten, proporsional, dan berkeadilan.

Jurnal Hukum Berkeadaban Vol. 1 No. 2, 2025, pp: 56-66



e-ISSN: 3110-0686 63

Restorative justice menawarkan pendekatan yang lebih humanis, proporsional, dan kontekstual dalam
penanganan tindak pidana ringan. Paradigma ini menempatkan korban, pelaku, dan masyarakat sebagai pusat
penyelesaian, mengutamakan dialog, pemulihan kerugian, serta edukasi bagi pelaku. Dengan dukungan
regulasi formal, integrasi nilai budaya lokal, serta pelatihan aparat hukum, restorative justice memiliki potensi
besar untuk memperbaiki sistem peradilan pidana Indonesia, mengurangi beban lembaga formal,
meningkatkan kualitas keadilan substantif, dan mendorong masyarakat yang lebih harmonis dan sadar hukum.

Urgensi Penerapan Restorative Justice

Urgensi penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia tidak dapat dipisahkan dari
berbagai permasalahan yang muncul dalam penanganan tindak pidana ringan melalui jalur konvensional.
Penanganan secara formal seringkali menimbulkan ketidakadilan prosedural dan substantif, pemborosan
sumber daya, serta kurangnya kepuasan bagi korban maupun pelaku. Dalam konteks ini, restorative justice
hadir sebagai paradigma alternatif yang menekankan pemulihan kerugian, tanggung jawab pelaku, dan
pemeliharaan harmoni sosial, sekaligus memberikan penyelesaian yang cepat, murah, dan efektif (Zehr, 2015).
Pertama, urgensi penerapan restorative justice berkaitan dengan efisiensi proses peradilan pidana. Sistem
hukum formal menuntut setiap perkara melalui tahapan yang panjang, mulai dari penyelidikan, penyidikan,
penuntutan, hingga persidangan dan eksekusi putusan. Pada tindak pidana ringan, proses ini seringkali tidak
sebanding dengan tingkat kerugian atau ancaman yang ditimbulkan, sehingga menimbulkan pemborosan
waktu, tenaga, dan biaya. Restorative justice memungkinkan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi,
konseling, atau kesepakatan pemulihan kerugian, sehingga efisiensi sistem peradilan meningkat (Braithwaite,
2002). Pendekatan ini juga meringankan beban lembaga peradilan, memungkinkan aparat hukum fokus pada
kasus yang lebih kompleks dan serius (Kristiyadi & Setyawan, 2022).

Kedua, urgensi restorative justice berkaitan dengan kepuasan dan pemulihan korban. Dalam peradilan
konvensional, korban sering kali tidak memperoleh pemulihan langsung; proses litigasi lebih menekankan
pada sanksi terhadap pelaku daripada kebutuhan korban. Restorative justice memberikan kesempatan bagi
korban untuk menyampaikan kerugian, harapan, dan perasaan secara langsung kepada pelaku. Melalui
mekanisme ini, korban dapat memperoleh pengembalian barang, kompensasi finansial, atau permintaan maaf,
yang secara nyata memulihkan hak dan martabatnya (Randy, 2016). Pemulihan ini tidak hanya bersifat materi,
tetapi juga emosional dan psikologis, sehingga berdampak positif bagi kesejahteraan sosial korban.

Ketiga, penerapan restorative justice bersifat pendidikan dan rehabilitatif bagi pelaku. Berbeda dengan
pendekatan retributif yang berfokus pada hukuman, restorative justice menekankan pengakuan tanggung
jawab, dialog, dan pembinaan moral. Pelaku diberi kesempatan untuk memahami dampak perbuatannya
terhadap korban dan masyarakat, sehingga dapat menginternalisasi nilai-nilai tanggung jawab dan kepedulian
sosial. Pendekatan restoratif lebih efektif dalam menurunkan angka pengulangan tindak pidana (recidivism)
dibandingkan hukuman penjara yang hanya bersifat menghukum (Jimmi, 2025) Dengan demikian, restorative
justice tidak hanya menyelesaikan perkara, tetapi juga membentuk perilaku pro-sosial pelaku di masa depan.

Keempat, urgensi penerapan restorative justice berkaitan dengan ketepatan proporsionalitas hukuman. Dalam
tindak pidana ringan, ancaman pidana formal seringkali tidak seimbang dengan tingkat keseriusan perbuatan.
Pelaku yang melakukan penganiayaan ringan atau pencurian kecil dapat menghadapi sanksi yang terlalu berat,
sedangkan korban belum tentu memperoleh pemulihan nyata. Restorative justice menekankan proporsionalitas
antara kerugian yang ditimbulkan dengan bentuk penyelesaian yang diberikan, sehingga keadilan substantif
lebih tercapai (Achmad Ali, 2015).

Kelima, restorative justice relevan dengan nilai budaya lokal Indonesia. Masyarakat Indonesia, khususnya di
desa atau komunitas adat, memiliki tradisi penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mufakat, dan
perdamaian berbasis kekeluargaan. Pendekatan ini menekankan pemulihan hubungan sosial, pengembalian
keharmonisan, dan keterlibatan semua pihak. Integrasi nilai-nilai lokal ini ke dalam sistem hukum formal
melalui restorative justice memberikan penyelesaian yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga diterima
secara sosial, sehingga mengurangi konflik dan memperkuat kohesi masyarakat (Koentjaraningrat, 2009).
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Selain itu, penerapan restorative justice memiliki manfaat ekonomi dan struktural. Proses formal memerlukan
biaya tinggi untuk operasional aparat hukum, administrasi pengadilan, dan pemeliharaan narapidana. Dengan
mekanisme restoratif, biaya ini dapat ditekan karena proses lebih cepat, tidak memerlukan penahanan jangka
panjang, dan meminimalkan beban pada lembaga pemasyarakatan. Hal ini juga membantu mengatasi
overkapasitas di penjara dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya negara (Ditjen PAS, 2022).

Urgensi restorative justice juga dapat dilihat dari perspektif sosial dan psikologis. Penanganan formal yang
panjang dapat menimbulkan tekanan psikologis bagi pelaku dan korban, termasuk stigma sosial, rasa takut,
dan kecemasan. Restorative justice menciptakan proses yang lebih manusiawi dan suportif, memberikan ruang
dialog yang aman, serta menekankan rehabilitasi sosial. Pendekatan ini membantu mencegah marginalisasi
pelaku, meningkatkan reintegrasi sosial, dan memperkuat hubungan harmonis dalam masyarakat (Marlina,
2009).

Lebih jauh, penerapan restorative justice menjadi strategi preventif terhadap pengulangan tindak pidana.
Dengan memberikan pendidikan moral, pemahaman dampak sosial, dan keterlibatan masyarakat, pelaku lebih
menyadari konsekuensi tindakannya. Hal ini membangun kesadaran hukum secara internal, sehingga
mengurangi risiko terjadinya tindak pidana baru. Pendekatan preventif ini jauh lebih efektif dibandingkan
hukuman yang hanya bersifat represif, yang sering kali tidak mengubah perilaku pelaku secara mendasar
(ICJR, 2021).

Di tingkat regulasi, urgensi restorative justice diperkuat oleh dukungan hukum formal. Peraturan Jaksa Agung
Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 memberikan legitimasi hukum bagi aparat
penegak hukum untuk menghentikan penuntutan atau menyelesaikan tindak pidana ringan melalui mekanisme
restoratif. Dukungan regulasi ini menciptakan kepastian hukum, mengurangi risiko konflik interpretasi, dan
mendorong implementasi yang konsisten di lapangan.

Namun, penerapan restorative justice juga membutuhkan kesiapan aparat hukum dan partisipasi masyarakat.
Aparat harus memiliki kompetensi mediasi, pemahaman nilai-nilai restoratif, serta kemampuan menyusun
kesepakatan yang adil. Masyarakat juga harus disosialisasikan mengenai manfaat restorative justice agar
menerima proses penyelesaian damai sebagai alternatif yang sah. Tanpa dukungan ini, implementasi
restorative justice dapat terhambat atau kurang efektif.

Urgensi penerapan restorative justice sangat tinggi karena menyentuh berbagai aspek: efisiensi sistem
peradilan, pemulihan korban, pendidikan dan rehabilitasi pelaku, proporsionalitas hukuman, kesesuaian
dengan nilai budaya, manfaat ekonomi, dukungan psikologis, strategi preventif, dan legitimasi hukum. Dengan
penerapan restorative justice, sistem peradilan pidana Indonesia dapat menjadi lebih humanis, adil, dan
responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus mengurangi beban lembaga formal dan meningkatkan
kualitas keadilan substantif (Zehr, 2015).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting terkait tindak
pidana ringan dan penerapan restorative justice di Indonesia. Pertama, tindak pidana ringan merupakan
kategori khusus dalam sistem hukum pidana yang ditandai oleh kerugian minimal, ancaman pidana rendah,
dan dampak sosial terbatas. Karakteristik ini memungkinkan penyelesaian melalui mekanisme alternatif yang
lebih cepat, efisien, dan proporsional dibandingkan jalur peradilan konvensional.

Kedua, penanganan tindak pidana ringan secara konvensional menghadapi berbagai permasalahan mendasar,
antara lain proses hukum yang panjang dan birokratis, biaya tinggi, ketidakadilan substantif,
ketidakproporsionalan hukuman, risiko kriminalisasi berlebihan, dan kurang responsif terhadap nilai budaya
lokal. Kelemahan-kelemahan ini menimbulkan kebutuhan mendesak untuk mencari pendekatan penyelesaian
yang lebih efektif, humanis, dan berkeadilan.

Ketiga, restorative justice muncul sebagai paradigma alternatif yang menekankan pemulihan kerugian korban,
pengakuan tanggung jawab pelaku, serta pemeliharaan harmoni sosial. Mekanisme ini memungkinkan dialog
konstruktif antara korban, pelaku, dan masyarakat, dengan tujuan tidak hanya menyelesaikan perkara tetapi
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juga memberikan pendidikan, rehabilitasi sosial, dan mencegah pengulangan tindak pidana. Restorative justice
juga sejalan dengan nilai-nilai budaya Indonesia seperti musyawarah, mufakat, dan kekeluargaan.

Keempat, urgensi penerapan restorative justice semakin tinggi karena memberikan berbagai manfaat:
meningkatkan efisiensi sistem peradilan, mempercepat pemulihan korban, menurunkan tingkat recidivism,
menyeimbangkan proporsionalitas hukuman, mendukung integrasi nilai budaya lokal, mengurangi beban biaya
dan overkapasitas lembaga pemasyarakatan, serta menciptakan proses yang lebih manusiawi bagi pelaku dan
korban. Dukungan regulasi, seperti Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kapolri
Nomor 8 Tahun 2021, semakin memperkuat legitimasi hukum bagi implementasi mekanisme restoratif.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan restorative justice dalam tindak pidana ringan
merupakan kebutuhan strategis dalam rangka mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih efektif,
humanis, dan berkeadilan substantif. Pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan perkara dengan cepat dan
efisien, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi korban, pelaku, dan masyarakat secara keseluruhan,
sekaligus memperkuat kesadaran hukum dan harmoni sosial di Indonesia.
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